Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan MA No. 537K/Pid.Sus/2014 dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Hak Terdakwa by SALINDRI, ISMAYA
PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG PADA PUTUSAN MA NO. 537K/PID.SUS/2014 
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN 
TERHADAP HAK TERDAKWA 
 
 
T E S I S 
 
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi 
 
 
 
 
Disusun Oleh: 
ISMAYA SALINDRI 
NIM. S331308007 
 
 
 
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA 
2015 


   
KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: 
“PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PUTUSAN MA NO. 
537K/PID.SUS/2014 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN 
TERHADAP HAK TERDAKWA” tepat pada waktunya guna memenuhi 
sebagian persyarataan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tesis ini membahas tentang sistem pembalikan beban pembuktian 
yang diterapkan pada perkara tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini 
contohnya yang diterapkan pada perkara pencucian uang yang melibatkan 
mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Irjen Pol. 
Djoko Susilo, serta bagaimana penerapannya dalam perspektif perlindungan 
terhadap hak terdakwa. 
Pada kesempatan ini tulus penyusun menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada segenap  pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan 
selama penulisan ini, terutama kepada: 
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta; 
2. Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pasca 
Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
3. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
4. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi 
Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
5. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing serta Edy 
Herdyanto, S.H.,M.H. selaku Co Pembimbing yang membimbing, 
memberikan arahan, petunjuk dan pencerahan bagi penulis dalam 
menyelesaikan tesis ini, serta sebagai tim penguji yang telah menguji 
untuk menyempurnakan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan 
terselesaikan dengan baik dan benar; 
6. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji pada 
Ujian Tesis penulis yang telah menguji untuk menyempurnakan tesis ini 
sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan 
benar; 
7. Bapak Dr. WT. Novianto, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji pada 
Ujian Tesis penulis yang telah menguji untuk menyempurnakan tesis ini 
sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan 
benar; 
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh 
dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan 
penulis; 
9. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
membantu kelancaran administrasi selama penulis menempuh 
perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini; 
10. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu 
penulis dalam mengumpulkan bahan – bahan hukum bagi kelancaran 
penyusunan tesis ini; 
11. Ayah tercinta Anjar Riyanto, S.E., M.M., serta Ibu Retno Riyani 
tercinta yang tak pernah lelah memberi dukungan moral serta doa, kasih 
sayang dan kesabaran yang tanpa henti bagi penulis; 
12. Mbak Devie Mayasari, S.E. dan Ariel Suryo, saudara-saudara terkasih 
yang memberi semangat dan doa bagi penulis; 
13. Yosua Revie Nouke Satria, terimakasih untuk kasih dan dukungan yang 
sangat besar, sebagai sahabat, teman berbagi, lawan diskusi yang tak 
pernah berhenti memberikan dukungan, doa, kasih sayang, kesabaran 
serta perhatian yang sangat penulis butuhkan; 
14. Teman-teman Kelas Hukum Pidana Ekonomi serta teman–teman 
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta angkatan Tahun 2013 yang telah memberikan 
semangat dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. 
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
banyak membantu dan memberi dukungan bagi penulis dalam 
penyelesaian tesis ini. 
 
Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Dengan penuh 
kerendahan hati, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun 
agar tesis ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Akhir kata, semoga 
tesis ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah bagi masyarakat. 
 
 
Surakarta, 20 April 2015 
Penulis 
 
 
ISMAYA SALINDRI 
NIM. S331308007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL i 
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii 
HALAMAN PENGESAHAN TESIS iii 
PERNYATAAN iv 
KATA PENGANTAR v 
DAFTAR ISI viii 
ABSTRAK INDONESIA x 
ABSTRAK INGGRIS xi 
BAB I. 
A. 
B. 
C. 
D. 
PENDAHULUAN ...................................................................... 
Latar Belakang Masalah ............................................................ 
Perumusan Masalah ................................................................... 
Tujuan Penelitian ....................................................................... 
Manfaat Penelitian ..................................................................... 
1 
1 
13 
14 
16 
BAB  II. LANDASAN TEORI ......................................................................... 16 
 A. 
B. 
 
C. 
D. 
 
E. 
F. 
Sistem Peradilan Pidana  .............................................................. 
Pencucian Uang Sebagai Bentuk Kejahatan 
Transnasional............................................................................. 
Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang....................... 
Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow up Crime dari 
Tindak Pidana Korupsi................................................................... 
Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana.................... 
Hak-Hak Terdakwa........................................................................ 
17 
 
21 
25 
 
32 
35 
45 
BAB III. 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
METODE PENELITIAN ........................................................... 
Jenis Penelitian ........................................................................... 
Sifat Penelitian ........................................................................ 
Pendekatan Penelitian............................................................. 
Jenis dan Sumber Data............................................................. 
Teknik Pengumpulan Data...................................................... 
Teknik Analisis Data............................................................... 
50 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
BAB IV. 
A. 
 
 
 
B. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 
Urgensi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian dalam 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana 
Korupsi di Indonesia.................................................................... 
Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian Terkait Hak-Hak 
Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian Sebagaimana 
Diterapkan dalam Putusan No. 537/K/Pid.Sus/2014 dalam 
Perspektif Perlindungan Hak Terdakwa……….......................... 
56 
 
 
56 
 
 
 
 
82 
BAB V. 
A. 
B. 
C. 
PENUTUP ................................................................................... 
Simpulan ................................................................................. 
Implikasi ..................................................................................... 
Saran ........................................................................................... 
118 
118 
119 
120 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Ismaya Salindri, S.331308007, 2015, Penerapan Pembalikan Beban 
Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan MA No. 
537k/Pid.Sus/2014 dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Hak 
Terdakwa. 
Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat 
membahayakan bagi suatu negara, karena bukan hanya dapat menimbulkan 
kerugian yang begitu besar jumlahnya, namun juga merusak nilai moral dan 
masa depan suatu bangsa. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow 
up crime, artinya tindak pidana ini harus diawali terlebih dahulu dengan 
tindak pidana lainnya, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. 
Kedua bentuk kejahatan ini termasuk kejahatan kerah putih dan kejahatan 
luar biasa yang penyebabnya pun sangat kompleks, sehingga upaya 
penanganannya tidaklah mudah. Penerapan pembalikan pembuktian 
diharapkan mampu menjadi satu cara khusus yang dapat ditempuh guna 
memberantas tindak pidana pencucian uang, serta untuk tujuan 
pengembalian aset, karena selain si pelaku harus dipidanakan, kerugian 
keuangan yang dialami oleh negara juga harus dikembalikan. 
Penerapan pembalikan beban pembuktian menimbulkan berbagai 
pertentangan karena dianggap rawan melanggar hak asasi manusia 
khususnya dalam hal ini tersangka atau terdakwa, mengingat dalam perkara 
pencucian uang harta kekayaan milik tersangka bisa disita tanpa dibuktikan 
tindak pidana asalnya terlebih dulu. Selain itu, terdakwa diberikan 
kewajiban untuk membuktikan di muka persidangan bahwa harta 
kekayaannya bukan berasal dari tindak kejahatan. Tidak ada kepastian 
tentang bagaimana itu adil, namun dalam hal ini aturan hukum yang telah 
ada harus diimplementasikan sebagaimana, serta putusan yang telah 
dijatuhkan oleh hakim harus dihormati dan dianggap sebagai hukum yang 
berlaku. 
 
Kata kunci: pencucian uang, korupsi, pembalikan beban pembuktian, hak 
asasi manusia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Ismaya Salindri, S.331308007, 2015, The Reversal of The Burden of 
Proof Application of Money Laundering in Supreme Court Verdict No. 
537K/Pid.Sus/2014 in Perspective of the Devendant’s Rights. 
Thesis : Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Money laundering is a very dangerous crime for a country, because it 
is not only about the big financial risks, but also it can damage the moral 
values an the future of a nation. Money laundering is a follow up crime, it 
means this crime must be begin with anothe crime, and one of them is 
corruption. Both of this crimes are white collar crime and extra ordinary 
crime, which is caused by complex reason, so it is not easy to handling. The 
application of the reversal of burden of proof is expected to be a one 
specific way to fight this crime, also for another reason: assets recovery. 
The offender should be criminalizef, but the financial loss of the state also 
must be returned. 
The application of the reversal of burden of proof causes some 
disagreement because it considered vulnerable in Human Rights violation, 
especially suspect’s or the defendant’s rights, because in the case of money 
laundering, the suspect’s assests could be confiscated without any proof of 
the core crime first. Beside that, the defendant has an obligation to proof 
that his/her assets doesn’t come because of a crime. There’s no certainty 
about what justice is,  but in this case the rule of law must be implemented 
and the verdict of the jugde must be respected as a applicable law. 
 
Keywords: money laundering, corruption, reversal of burden of proof, 
humanrights. 
